
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1427, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pembebasan. Bea 
Masuk. Impor Barang. Tujuan Ekspor. 
Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 176/PMK.04/2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
254/PMK.04/2011 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR 

BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA 
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pembebasan Bea Masuk atas 
Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau 
Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk 
Diekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea 
Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, 
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan 
untuk Diekspor; 

b. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekspor, 
memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan 
investasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap 
peningkatan insentif fiskal, penyederhanaan prosedur 
pelayanan dan otomasinya;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b serta dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea 
Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, 
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan 
untuk Diekspor; 

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan 
Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang 
Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011Nomor 943); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
254/PMK.04/2011 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, 
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN 
TUJUAN UNTUK DIEKSPOR. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang 
dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan 
Tujuan untuk Diekspor, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Impor adalah kegiatan memasukkan Bahan Baku ke dalam daerah 

pabean. 

2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Hasil Produksi dari daerah 
pabean. 

3. Pembebasan adalah pembebasan bea masuk dan/atau Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas Impor 
Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain 
dengan tujuan untuk diekspor. 

4. Perusahaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 
pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan Bahan Baku yang 
mendapatkan Pembebasan. 
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5. Nomor Induk Perusahaan Pembebasan yang selanjutnya disebut 
NIPER Pembebasan adalah nomor identitas yang diberikan kepada 
Perusahaan. 

6. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan termasuk bahan 
penolong, yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada 
barang lain untuk menjadi barang hasil produksi yang mempunyai 
nilai tambah dengan mendapatkan Pembebasan. 

7. Bahan Baku Yang Rusak adalah bahan baku yang mengalami 
kerusakan dan/atau penurunan mutu dan tidak dapat diproses 
atau apabila diproses akan menghasilkan Hasil Produksi yang 
tidak memenuhi kualitas/standar. 

8. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau 
pemasangan Bahan Baku pada barang lain. 

9. Hasil Produksi Yang Rusak adalah hasil produksi yang mengalami 
kerusakan dan/atau penurunan kualitas/standar mutu yang 
secara teknis tidak dapat diperbaiki menyamai kualitas/standar 
Hasil Produksi. 

10. Diolah adalah serangkaian kegiatan yang terdiri lebih dari satu 
tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sifat dan/atau 
fungsi awal suatu Bahan Baku, sehingga menjadi barang Hasil 
Produksi yang mempunyai nilai tambah. 

11. Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai dan/atau menyatukan 
beberapa barang dan/atau bahan sehingga menghasilkan Hasil 
Produksi atau alat/barang yang memiliki fungsi yang berbeda 
dengan Bahan Baku dan/atau barang komponen awal. 

12. Dipasang adalah kegiatan untuk menyatukan beberapa komponen 
barang dan/atau bahan pada bagian utama barang jadi yang 
tanpa ada penyatuan komponen barang dan/atau bahan tersebut, 
Hasil Produksi tersebut tidak dapat berfungsi. 

13. Konversi adalah suatu pernyataan tertulis dari Perusahaaan 
mengenai komposisi pemakaian Bahan Baku untuk setiap satuan 
Hasil Produksi. 

14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
15. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor 

Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. 

16. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) 
disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), dan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 2 
(1) Atas Impor Bahan Baku untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang 

pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan 
Pembebasan. 

(1a) Atas pengeluaran Bahan Baku dalam rangka subkontrak oleh 
Perusahaan kepada badan usaha penerima subkontrak dan 
pemasukan kembali hasil pekerjaan subkontrak ke Perusahaan, 
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

(2) Dihapus. 
(3)  Dihapus. 
(4)  Dihapus. 
(5) Dihapus. 
(6)  Dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, di 
antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yaitu ayat (3a) dan 
ditambahkan satu ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat 
diberikan kepada badan usaha yang telah memperoleh NIPER 
Pembebasan. 

(2) Untuk memperoleh NIPER Pembebasan, badan usaha harus 
mengajukan permohonan dengan memenuhi kriteria dan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. mempunyai Sistem Pengendalian Internal yang baik, yang 

dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh auditor independen 
dengan opini tidak disclaimer atau adverse, atau paparan 
mengenai Sistem Pengendalian Internal untuk badan usaha 
yang baru berdiri;  

b. memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT 
Inventory) untuk pengelolaan barang, yang memiliki keterkaitan 
dengan dokumen kepabeanan dan dapat diakses oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dibuktikan dengan 
print screen dan buku manual atas sistem informasi persediaan 
berbasis komputer (IT Inventory); 

c. memiliki nature of business berupa badan usaha industri 
manufaktur, yang dibuktikan dengan izin usaha industri 
beserta perubahannya; 
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d. memiliki atau menguasai lokasi untuk kegiatan produksi, 
tempat penimbunan Bahan Baku, dan tempat penimbunan 
Hasil Produksi, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau 
penguasaan lokasi untuk kegiatan produksi, tempat 
penimbunan Bahan Baku, dan tempat penimbunan Hasil 
Produksi; 

e. memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan 
f. memiliki rencana produksi yang jelas, yang dibuktikan dengan 

adanya alur produksi, rencana Impor, rencana Ekspor, daftar 
Bahan Baku, daftar Hasil Produksi, dan daftar badan usaha 
penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang 
akan disubkontrakkan. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada 
Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang memiliki wilayah kerja yang 
mengawasi lokasi pabrik badan usaha yang bersangkutan, dengan 
melampirkan pembuktian kriteria dan persyaratan dalam bentuk 
soft copy berupa hasil scan dari dokumen asli dalam media 
penyimpan data elekronik. 

(3a)Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau KPU dapat 
meminta hard copy dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(4) Dalam hal badan usaha mempunyai lebih dari 1 (satu) lokasi 
pabrik, pengajuan permohonan untuk memperoleh NIPER 
Pembebasan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU 
yang mengawasi lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatan 
Impor Bahan Baku terbesar. 

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala 
Kantor Wilayah atau KPU atau pejabat yang ditunjuk melakukan 
penelitian administratif dan pemeriksaan lapangan. 

(6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 
sejak permohonan diterima secara lengkap.  

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri 
menerbitkan NIPER Pembebasan. 

(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat 
pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan. 
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